Pleno De Jure, Vol. 7 No. 1, Juni 2018

HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT UU NO.8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

H. Syahruddin Nawi
Universitas Muslim Indonesia

ABSTRAK

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat
mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka
barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang
dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian
konsumen. Pada sisi lain bahwa dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai
akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan
kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang
dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar. Berdasar itu untuk meningkatkan harkat
dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian,
kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh
kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Bahwa berdasarkan
berbagai hasil penelitian, masih ditemukan banyak pelaku usaha yang melanggar
berbagai larangan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan,
khususnya UU No.8 Tahun 1999. Pada sisi lain konsumen pada umumnya tidak
memahami haknya sehingga cenderung dirugikan oleh pelaku usaha, bahkan
cenderung tidak berdaya menghadapi kekuatan financial yang dimiliki oleh pelaku
usaha. Oleh karena itu berbagai hal yang harus diperhatikan dalam undang-undang
perlindungan konsumen baik oleh pelaku usaha maupun para konsumen.
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Pendahuluan

Sebagaimana dipahami
bahwa pembangunan nasional
bertujuan  untuk  mewujudkan
suatu  masyarakat adil dan
makmur yang merata materiil dan
spiritual dalam era demokrasi
ekonomi berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu pembangunan
perekonomian nasional opada era

globalisasi harus dapat
mendukung tumbuhnya dunia
usaha sehingga mampu

menghasilkan beraneka barang
dan/ jasa yang  memiliki

kandungan teknologi yang dapat
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat banyak dan sekaligus
mendapatkan  kepastian  atas
barang dan/jasa yang diperoleh
dari perdagangan tanpa
mengakibatkan kerugian
konsumen. Pada sisi lain bahwa
dengan semakin terbukanya pasar
nasional sebagai akibat dari
proses globalisasi ekonomi harus
tetap menjamin  peningkatan
kesejahteraan masyarakat serta
kepatian atas mutu, jumlah dan
keamanan barang dan/ atau jasa
yang diperolehnya di pasar.



Faktor utama yang menjadi
kelemahan  konsumen adalah
tingkat  kesadaran  konsumen
akanhaknya masih rendah. Hal ini
terutama disebabkan oleh
rendahnya pendidikan konsumen.
Oleh karena itu, Undang-undang
Perlindungan Konsumen
dimaksudkan menjadi landasan
hukum yang kuat bagi pemerintah
dan lembaga  perlindungan
konsumen swadaya masyarakat
untuk melakukan upaya
pemberdayaan konsumen melalui
pembinaan  dan  pendidikan
konsumen. Upaya pemberdayaan
ini penting karena tidak mudah
mengharapkan kesadaran pelaku
usaha, yang pada dasarnya prinsip
ekonomi pelaku usaha adalah
mendapat  keuntungan  yang
semaksimal  mungkin  dengan
modal  seminimal  mungkin.
Prinsip ini sangat merugikan
kepentingan  konsumen,  baik
secara langsung maupun tidak
langsung. Atas dasar kondisi
sebagaimana dipaparkan di atas,
perlu upaya  pemberdayaan
konsumen melalui pembentukan
undangundang yang dapat
melindungi kepentingan
konsumen secara integratif dan
komprehensif serta dapat
diterapkan secara efektif di
masyarakat. Piranti hukum yang
melindungi  konsumen  tidak
dimaksudkan untuk mematikan
usaha para pelaku usaha, tetapi
justru sebaliknya perlindungan
konsumen dapat mendorong iklim
berusaha yang sehat yang
mendorong lahirnya perusahaan
yang tangguh dalam menghadapi
persaingan melalui penyediaan
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barang dan/atau jasa yang
berkualitas.

Berdasar itu untuk
meningkatkan harkat dan
martabat konsumen perlu
meningkatkan kesadaran,
pengetahuan, kepedulian,
kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk  melindungi
dirinya serta menumbuh
kembangkan sikap perilaku usaha
yang bertanggung jawab. Dalam
hubungan ini perlu sosialisasi

mengenai asas dan tujuan
perlindungan hukum terhadap
konsumen, serta hak dan

kewajiban konsumen dan para
pelaku usaha, juga mengenai
perbuatan yang dilarang bagi
pelaku usaha menurut Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Asas dan Tujuan
Perlindungan Hukum
Konsumen

Dalam undang-undang

Perlindungan konsumen

ditegaskan tentang berbagai asas

dalam hubungan dengan
perlindungan konsumen yakni:

1. Asas manfaat,

2. Asas keadilan,

3. Asas keseimbangan,

4. Asas keamanan dan

keselamatan konsumen,
5. Asas kepastian hukum.
Adapun tujuan perlindungan

konsumen dapat dikemukakan
sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesadaran,
kemampuan, dan kemandirian
konsumen untuk melindungi
diri;

b. Mengangkat  harkat  dan
martabat konsumen dengan



cara menghindarkannya dari
ekses  negatif  pemakaian
barang dan/atau jasa.

c. Meningkatkan pemberdayaan
konsumen dalam memilih,
menentukan, dan menuntut
hak-haknya sebagai konsumen.

d. Menciptakan sistem
perlindungan konsumen yang
mengandung unsure kepastian
hukum  dan  keterbukaan
informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi.

e. Menumbuhkan kesadaran
pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan

konsumen sehingga tumbuh
sikap yang  jujur  dan
bertanggung jawab dalam
berusaha.

f. Meningkatkan kualitas barang
dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa,
kesehatan, kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan
konsumen.

Il. Hak dan Kewajiban
Konsumen dan Pelaku Usaha
Selanjutnya dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen

diatur  mengenai hak dan

kewajiban  pihak  konsumen
maupun pelaku usaha sebagai
berikut.
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kondisi serta jaminan yang
dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang
benar, jelas, dan jujur
mengenai  kondisi  dan
jaminan barang dan/atau
jasa;

d.  Hak untuk didengar
pendapat dan keluhannya
atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;

e. Hak wuntuk mendapatkan
advokasi, perlindungan, dan
upaya penyelesaian
sengketa perlindungan
konsumen secara patut;

f. Hak  untuk  mendapat
pembinaan dan pendidikan
konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan
atau dilayanai secara benar
dan jujur serta tidak
diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan
kompensasi, ganti  rugi
dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau
jasayang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana
mestinya;

. Hak-hak yang diatur dalam
ketentuan peraturan
perundang-undangan
lainnya.

Adapun hak konsumen adalah:
a. Hak asas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan

B. Kewajiban konsumen adalah:

a. membaca atau mengikuti petunjuk

dalam mengkonsumsi informasi dan prosedur
barang dan/atau jasa; pemakaian atau pemanfaatan

b.  Hak untuk memilih barang barang dan/atau jasa, demi
dan/atau jasa serta keamanan dan keselamtan;
mendapatkan barang b. beriktikad baik dalam melakukan
dan/atau jasa tersebut sesuai transaksi  pembelian  barang
dengan nilai tukar dan dan/atau jasa;



. Mengikuti

. Hak untuk

. Hak-hak yang diatur

. Membayar sesuai dengan nilai

tukar yang disepakati;
upaya penyelesaian
hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

Adapun hak dan Kewajiban
pelaku usaha adalah sebagai
berikut:

Hak pelaku usaha adalah:

. hak untuk menerima pembayaran

yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar
barang barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

mendapatkan
perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beriktikad tidak
baik;

. Hak untuk melakukan pembelaan

dalam
sengketa

diri  sepatutnya  di
penyelesaian  hukum
konsumen;

. Hak untuk rehabilitasi nama baik

apabila terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak
diakibatkan oleh barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan;

dalam
ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.

C. Kewajiban pelaku usaha adalah:

a.

b.

Beriktikad baik dalam melakukan
kegiatan usahanya;

Memberikan  informasi  yang
benar, jelas, dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan,

perbaikan, dan pemeliharaan;
Memperlakukan atau melayani
konsumen secara benar dan jujur
serta tidak dikriminatif;

Menjamin mutu barang dan/atau
jasa yang diproduksi dan/atau
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V.

(1)

diperdagangkan berdasarkan
ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku;
Memberikan kesempatan kepada
konsumen untuk menguji,
dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa tertentu serta
memberi jaminan dan/atau garansi
atas barang yang dibuat dan/atau
yang diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi,

dan/atau penggantian atas
kerugian  akibat  penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan

barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi,
dan/atau  penggantian  apabila
barang dan/atau jasa yang
diterima atau dimanfaatkan tidak
sesuai dengan perjanjian.
Perbuatan yang Dilarang Bagi
Pelaku Usaha

Di dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999
Perlindungan

Tentang

Konsumen ditegaskan berbagai hal

yang dilarang terhadap pelaku
usaha yakni:

Hal produksi/perdagangan

Pelaku usaha dilarang
memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang:

Tidak memenuhi atau
tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Tidak sesuai dengan berat
bersih, isi bersih atau netto, dan
jumlah dalam hitungan
sebagaimana yang dinyatakan
dalam label atau etiket barang
tersebut;



Tidak  sesuai  dengan
ukuran, takaran, timbangan, dan
jumlah dalam hitungan menurut
ukuran yang sebenarnya;

Tidak  sesuai  dengan
kondisi, jaminan, keistimewaan,
atau kemanjuran sebagaimana
dinyatakan dalam label, etiket,
atau keterangan barang dan/atau

jasa tersebut;
Tidak sesuai dengan mutu,
tingkatan,  komposisi,  proses

pengolahan, gaya, mode, atau
penggunaan tertentu sebagaimana
dinyatakan dalam label atau
keterangan barang dan/atau jasa
tersebut;

Tidak sesuai dengan janji
yang dinyatakan dalam label,
etiket, keterangan, iklan, atau

promosi penjualan  barang
dan/atau jasa tersebut;
Tidak mencantumkan

tanggal kadaluwarsa atau jangka
waktu penggunaan/pemanfaatan
yang paling baik atas barang
tertentu;

Tidak mengikuti ketentuan
berproduksi secara halal,
sebagaimana pernyataan ‘halal”
yang dicantumkan dalam label,;

Tidak memasang label
atau membuat penjelasan barang
yang memuat nama barang,
ukuran, berat/ isi bersih atau
netto, komposisi, aturan pakai,
tanggal pembuatan, akibat
sampingan, nama dan alamat
pelaku usaha, serta keterangan
lain untuk penggunaan yang
menurut ketentuan yang harus
dipasang/dibuat;

Tidak mencantumkan
informasi  dan/atau  petunjuk
penggunaan barang dalam bahasa
indonesia yang sesuai dengan
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(2)

3)

(4)

1)

ketentuan
yang berlaku.

Pelaku usaha  dilarang
memperdagangkan barang yang
rusak, cacat atau bekas, dan
tercemar  tanpa  memberikan
informasi secara lengkap dan
benar atas barang yang dimaksud.

Pelaku usaha dilarang
memperdagangkan sediaan
farmasi dan pangan yang rusak,
cacat atau bekas, dan tercemar
dengan atau tanpa memberikan
informasi secara lengkap dan
benar.

Pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran pada ayat (1) dan
ayat (2) dilarang
memperdagangkan barang
dan/atau jasa tersebut serta wajib
menariknya dari peredaran.

perundang-undangan

Hal menawarkan,
mempromosikan dan
mengiklankan

Pelaku usaha dilarang
menawarkan,  mempromosikan,
mengiklankan ~ suatu  barang
dan/atau jasa secara tidak benar,
dan/atau seolah-olah;

Barang tersebut telah memenubhi
dan/atau  memiliki  potongan
harga, harga khusus, standar mutu
tertentu, gaya atau mode tertentu,
karakteristik tertentu, sejarah atau
guna tertentu;

Barang tersebut dalam keadaan
baik dan/atau baru;

Barang dan/atau jasa tersebut
telah  mendapatkan  dan/atau
memiliki  sponsor, persetujuan,
perlengkapan tertentu, ciri-ciri
kerja, atau aksesoris tertentu;
Barang dan/atau jasa tersebut
dibuat oleh perusahaan yang



@)

(3)

mempunyai sponsor, persetujuan,
atau infiliasi;

Barang dan/atau jasa tersebut
tersedia;

Barang tersebut tidak
mengandung cacat tersembunyi;
Barang  tersebut  merupakan
kelengkapan dari barang tertentu;
Barang tersebut berasal dari
daerah tertentu;

Secara langsung dan tidak
langsung merendahkan barang
dan/atau jasa lain;

Menggunakan Kkata-kata yang
berlebihan, seperti aman, tidak
berbahaya, tidak mengandung
resiko, atau efek sampingan tanpa
keterangan yang lengkap;
Menawarkan sesuatu yang
mengandung janji yang belum
pasti.

Barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang
untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap ayat (1)
dilarang melanjutkan penawaran,
promosi, dan pengiklanan barang
dan/atau jasa tersebut.

Pernyataan yg tidak benar atau
menyesatkan

Pelaku usaha dalam menawarkan
barang dan/atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan
dilarang menawarkan,
mempromosikan, mengiklankan
atau membuat pernyataan yang
tidak benar atau menyesatkan
mengenai:

harga atau tarif suatu barang
dan/atau jasa;

kegunaan suatu barang dan/atau
jasa;
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kondisi, tanggungan, jaminan hak
atau ganti rugi atas suatu barang
dan/atau jasa;

tawaran potongan harga atau
hadiah menarik yamng
ditawarkan;

bahaya penggunaan barang
dan/atau jasa.

Hal mengelabui atau
menyesatkan

Pelaku usaha dalam hal penjualan
yang dilakukan melalui cara obral
atau lelang, dilarang mengelabui/
menyesatkan konsumen dengan:
Menyatakan barang dan/atau jasa
tersebut seolah-olah tidak
memenuhi standar mutu tertentu;
Menyatakan barang dan/atau jasa
tersebut seolah-olah tidak
mengandung cacat tersembunyi;
Tidak berniat menjual barang
yang  ditawarkan  melainkan
dengan maksud untuk menjual
barang lain;

Tidak menyediakan barang dalam
jumlah tertentu dan/ atau jumlah
yang cukup dengan maksud
menjual barang yang lain;

Tidak menyediakan jasa dalam
kapasitas tertentu atau dalam
jumlah yang cukup dengan
maksud menjual jasa yang lain;
Menaikkan harga atau tarif barang
dan/atau jasa sebelum melakukan
obral.

Hal promosi, iklan yang tidak
dilaksanakan

Pelaku usaha dilarang
menawarkan,  mempromosikan,
atau mengiklankan suatu barang
dan/atau jasa dengan harga atau
tarif khusus dalam waktu dan
jumlah yang tertentu, jika pelaku



1)

(@)

usaha tersebut tidak bermaksud
untuk melaksanakannya sesuai
dengan waktu dan jumlah yang
ditawarkan, dipromosikan, atau
diiklankan.

Hal  hadiah
dilaksanakan
Pelaku usaha dilarang
menawarkan,  mempromosikan,
atau mengiklankan suatu barang
dan/atau  jasa dengan cara
menjanjikan pemberian hadiah
berupa barang dan/atau jasa lain

yang  tidak

secara  Cuma-Cuma  dengan
maksud tidak memberikannya
atau memberikan tidak

sebagaimana yang dijanjikannya.

Pelaku usaha dilarang
menawarkan,  mempromosikan,
atau mengiklankan obat, obat
tradisional, suplemen makanan,
alat kesehatan, dan jasa pelayanan
kesehatan dengan cara
menjanjikan pemberian hadiah
berupa barang dan/atau jasa lain.

Pelaku usaha dalam menawarkan

barang dan/atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan
dengan  memberikan  hadiah
melalui cara undian, dilarang
untuk:

a. Tidak melakukan penarikan

hadiah setelah batas waktu yang
dijanjikan;

. Mengumumnkan hasilnya tidak

melalui media massa;
Memberikan hadiah tidak sesuai
dengan apa yang dijanjikan;

. Mengganti hadiah yang tidak

setara dengan nilai hadiah yang
dijanjikan.
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V.

BADAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN NASIONAL
Dalam rangka mengembangkan
upaya perlindungan konsumen
dibentuk Badan Perlindungan
Konsumen  Nasional.  Badan
Perlindungan Konsumen Nasional
berkedudukan di Ibu Kota Negara

Republik Indonesia dan
bertanggung  jawab kepada
Presiden.

Badan Perlindungan Konsumen
Nasional ~mempunyai  fungsi
memberikan saran dan

pertimbangan kepada pemerintah

dalam upaya mengembangkan
perlindungan konsumen  di
Indonesia.

Untuk menjalankan fungsi

sebagaimana dimaksud di atas,
Badan Perlindungan Konsumen
Nasional mempunyai tugas:

a. memberikan saran dan
rekomendasi kepada
pemerintah  dalam  rangka

penyusunan kebijaksanaan di

bidang perlindungan
konsumen;
b. melakukan penelitian dan

pengkajian terhadap peraturan
perundangundangan yang
berlaku di bidang
perlindungan konsumen;

c. melakukan penelitian terhadap
barang dan/atau jasa yang

menyangkut keselamatan
konsumen;

d. mendorong berkembangnya
lembaga perlindungan
konsumen swadaya
masyarakat;

e. menyebarluaskan  informasi
melalui  media  mengenai
perlindungan konsumen dan
memasyarakatkan sikap



VI.

keberpihakan kepada
konsumen;

f. menerima pengaduan tentang
perlindungan konsumen dari
masyarakat, lembaga
perlindungan konsumen
swadaya masyarakat, atau
pelaku usaha;

g. melakukan  survei yang
menyangkut kebutuhan
konsumen.

Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud di atas,

Badan Perlindungan Konsumen

Nasional dapat bekerjasama

dengan  organisasi  konsumen

internasional.

Kesimpulan:

(1). Bahwa dengan demikian

tampak nyata berbagai hal
yang harus  diperhatikan
dalam undang-undang
perlindungan konsumen baik
oleh pelaku usaha maupun
para konsumen.

(2) Bahwa berdasarkan berbagai

hasil penelitian, masih
ditemukan banyak pelaku
usaha  yang melanggar
berbagai  larangan  yang
tercantum dalam peraturan
perundang-undangan,
khususnya UU No.8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan
Konsumen..

(3). Bahwa  konsumen  pada

umumnya tidak memahami
haknya sehingga cenderung
dirugikan oleh pelaku usaha,
bahkan  cenderung  tidak
berdaya menghadapi
kekuatan  financial  yang
dimiliki oleh pelaku usaha.
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